KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa ketentuan dalam Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor
1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan sudah
tidak sesuai dengan perubahan regulasi serta
kebutuhan agar sesuai dengan standar
pelayanan informasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
mempertimbangkan asas efektif dan efisien,
perlu menetapkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sebagaimana telah diubah dengan Undang-



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

0
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

7.  Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2021 tentang Standar Layanan Informasi

Publik;
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI PENGADILAN.

Memberlakukan Pedoman Pelayanan Informasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ sampai
dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Memberlakukan layanan informasi di Pengadilan
diselenggarakan secara elektronik melalui media
Layanan Informasi dan Dokumentasi secara
elektronik (e-LID) ataupun dapat diberikan secara
langsung melalui meja informasi pada Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan.
Putusan/penetapan pengadilan beserta

turunannya yang diperoleh sebagai informasi
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publik tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atau

dasar melakukan suatu upaya hukum dan/atau

permohonan eksekusi.

a. Pemberian penjelasan tentang hal-hal yang
berhubungan dengan pengadilan di luar
ketentuan keputusan ini, berupa namun tidak
terbatas menyampaikan kepada media
tentang isu yang menjadi perhatian publik,
dilaksanakan oleh hakim agung/hakim yang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah
Agung/pengadilan sebagai juru bicara.

b. Pelaksana layanan informasi publik di
pengadilan harus menyediakan informasi
yang dibutuhkan oleh juru bicara pengadilan
dalam menjalankan tugas, tanggung jawab,
dan kewenangannya.

¢. Penunjukan, tugas, tanggung jawab, dan
kewenangan juru bicara pengadilan
sebagaimana dimaksud pada huruf a
dijelaskan lebih lanjut dalam pedoman teknis.

Layanan informasi publik di pengadilan pajak

berpedoman pada keputusan ini yang disesuaikan

dengan organisasi pengadilan pajak.

Pelaksana layanan informasi publik yang

melanggar serta menghalangi pelaksanaan

pedoman ini dikenai sanksi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Segala biaya layanan informasi dibebankan kepada

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-

masing satuan kerja.
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LAMPIRAN 1. KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIIl/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI

DEFINISI

1.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibacz yang
disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai cengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI),
surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
scjenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau
perforasi yang telah diclah yang memiliki arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simhol atau perforasi
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang

yang mampu memahaminya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
koordinasi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,

dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
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Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, dis:mpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima dan dikoordinasikan oleh
Pengadilan yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan serta informasi lain
yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Layanan Informasi dan Dokumentasi secara Elektronik (e-LID)
adalah sistem layanan informasi publik secara elektronix yang
disediakan oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan adalah Mahkamah Agung dan pengadilan -ingkat
pertama dan tingkat banding dalam empat lingkungan badan
peradilan, termasuk pengadilan pajak.

Pemohon Informasi Publik adalah orang dan/atau badan hukum
yang memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan
informasi ke pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, atau badan
publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,
dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam
Jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpar-isipasi
secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data di
tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi.

Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk
dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
Bantuan Kedinasan adalah kerjasama antar badan publix guna

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik.
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Daftar Informasi Publik yang selanjutnya disingkat DIP adalah
catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh
Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Pengadilan,
namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk
teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan
sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi
nonlitigasi.

Meja Informasi adalah layanan informasi publik pada Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan.

Hari adalah hari kerja.

HAK PEMOHON INFORMASI DAN KEWAJIBAN PENGGUNA
INFORMASI

A,

Hak Pemohon Informasi

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b. menghadiri pertemuan publik yang diselenggarakan
oleh Pengadilan guna memperoleh Informasi Publik;

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui
permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

3. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan
permohonan Informasi Publik disertai alasan permohonan
tersebut.

4. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan

sengketa informasit publik sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan apabila dalam memperoleh Informasi

Publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Kewajiban Pengguna Informasi

Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGADILAN

A.

B.

Hak Pengadilan
Pengadilan berhak.

1.

Menolak memberikan Informasi Publik yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik
lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menolak memberikan dokumen cetak terkait data elektronik
yang diminta dalam hal telah tersedia dalam sistem informasi

pengadilan.

Kewajiban Pengadilan

1.

Pengadilan berkewajiban:

a. mengikuti standar pelayanan, kelembagaan pengelola
mmformasi dan dokumentasi yang ditetapkan dalam
[ampiran keputusan ini;

b. menetapkan dan memutakhirkan DIP;

¢. membuat dan mengumumkan Japoran layanan
Informasi Publik;

d. menyampaikan salinan laporan layanan Informasi
Publik kepada Komisi Informasi; dan

c. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan
pelaksanaan layanan Informasi Publik.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1

dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. perlindungan Data Pribadi yang ditentukan Peraturan

Perundang-undangan;
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b. pengaburan Informasi sebagaimana dimaksud dalam
pedoman ini; dan

c. pemenuhan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

KATEGORI INFORMASI
A. Informasi Publik yang wajib dibuka terdin dari:

1.

2.
3.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan

Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

B. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf A disediakan

dalam bentuk Dokumen Elektronik atau dokumen cetak dan

wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

C. Informasi Publik berupa Informasi Elektronik hanya disediakan

dalam bentuk dokumen cetak atas permintaan Pemohon

Informasi.

D. Informasi yang tidak dapat diberikan terdiri atas:

1.
2.

Informasi yang dapat membahayakan negara;

Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan
usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

Informasi yang berkaitan dengan hak dan/atau Data Pribadji;
Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

Informasi  yang  diminta  belum dikuasai  atau
didokumentasikan; dan/atau

Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan/atau pedoman ini.

E. Informasiyang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

oleh Pengadilan

1.

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan.
a. Profil Pengadilan meliputi:
1}  tugas, fungsi, dan yurisdiksi Pengadilan;

2)  struktur organisasi Pengadilan;
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3) alamat, telepon, faksimili, situs resmi, dan pos-el
Pengadilan;

4)  profil singkat pimpinan Pengadilan;

5) profil singkat pejabat pimpinan tinggi madya dan
pejabat pimpinan tinggi pratama;

6) daftar nama pejabat dan hakim di Per.gadilan; dan

7) lembar pengumuman Laporan Harta Kekayaan
Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK.

Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang

menjadi kewenangan Pengadilan.

Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian

perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain

sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban

Pengadilan.

Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama dan

pengadilan tingkat banding.

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

a.

Hak para pihak yang berhubungan dengar. peradilan,
antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas
pembebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok
dalam proses persidangan.

Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang
dilakukan hakim dan aparatur Pengadilan secara
manual maupun elektronik.

Hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan aparatur
Pengadilan.

Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara
mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi,
serta nama dan nomor kontak layanan informas:.

Hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
Biaya perolehan salinan informasi:

1) Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya, secara

cuma-cuma; dan
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2) Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak
dikenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan
dan biaya transportasi jika menggunakan sarana

berbayar.

3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja

Pengadilan

a.

Ringkasan Informasi tentang program dan/atau
kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang paling
kurang terdiri atas:

1) nama program dan kegiatan,;

2) penanggungjawab, pelaksana program dan
kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat
yang dapat dihubungi;

3) target dan/atau capaian program dan kegia-an;

4) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan

5) sumber dan jumlah anggaran yang digunakan,
yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan
Anggaran (DIPA), dokumen anggaran .ainnya
seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran,
proposal, dan sebagainya.

Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Iastansi

Pemerintah {(LAKIP).

Ringkasan laporan keuangan yang telah diaucit oleh

Badan Pemeriksa Keuangan, paling kurang terdiri atas:

1} rencana dan laporan realisasi anggaran; dan

2) neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan yang disusun sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku.

d. Ringkasan daftar aset dan inventaris.

€.

Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan
jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Informasi Laporan Akses Informasi

Ringkasan laporan akses informasi yang paling kurang

terdiri atas:

a. Jumlah permohonan Informasi yang diterima;
waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan Informasi,

c. Jumlah permchonan informasi yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi
yang ditolak; dan

d. alasan penolakan permohonan Informasi.

Informasi Lain

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur

evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilar..

Informasi Wajib Diumumkan secara Berkala oleh Mahkamah

Agung selain informasi yang disebutkan pada huruf E sebagai
berikut:

1.

Informasi tentang penerimaan calon aparatur sipil negara,
calon hakim, hakim ad hoc, jabatan pimpinan tinggi madya
dan jabatan pimpinan tinggi pratama, dan/atau kebutuhan
formasi hakim agung, yang paling kurang berisi:

a. informasi penerimaan;

b. tata cara pendaftaran;

c. daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang
dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratzan dan
kualifikasinya;

d. tahapan dan waktu proses rekrutmen,;

e. komponen dan standar nilai kelulusan; dan

f.  daftar calon yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu
dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar yang
diterima.

kebijakan Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah

Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Ketua
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Mahkamah Agung, dan kebijakan lainnya yang telah
diterbitkan;
3. daftar rancangan dan tahapan pembentukan Peraturan
Mahkamah Agung yang sedang dalam proses pembentukan;
yurisprudensi Mahkamah Agung;
putusan Mahkamah Agung;
laporan tahunan Mahkamah Agung; dan

N vk

rencana strategis Mahkamah Agung.
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta
Pengadilan wajib mengumumkan secara serta merta Informasi
yang mengganggu pelayanan publik di Pengadilan, meliputi
namun tidak terbatas pada:
1. Informasi rencana pemeliharaan dan/atau gangguan sarana
dan prasarana utilitas publik;
Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan
3. Informasi tentang perscbaran dan sumber penyakit yang
berpotensi menular.
Informeasi yang Wajib Tersedia setiap Saat
Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis Informasi di
bawah ini untuk memastikan bahwa Informasi tersebut tersedia
dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.
1. Umum
a. Seluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam
kategori Informasi yang wajib diumumkan secara
berkala oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam
bagian IV.E, IV.F, dan IV.G.
b. Informasi lain yang:
1) tidak termasuk  kategori Informasi yang
dikecualikan (bagian IV.I}, yakni setelah dilakukan
uji konsekuensi sebagaimana dimaksud bagian X;
2) telah dinyatakan sebagai Informasi yang dapat
diakses berdasarkan keputusan PPID, putusan

Komisi Informasi dan/atau putusan pengadilan
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yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemohon informasi yang merupakan calon hak:m dan

calon aparatur sipil negara dapat meminta informasi

mengenai hasil penilaian pada tahapan yang

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

DIP yang paling kurang memuat:

1) nomor;

2} ringkasan isi Informasi;

3) pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai
Informasi;

4) penanggungjawab pembuatan atau pensrbitan
Informasi,

5)  waktu dan tempat pembuatan Informasi;

6) bentuk Informasi yang tersedia (cetak atau
elektronik); dan

7) jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

Daftar sebagaimana dimaksud butir d tidak boleh

memuat Informasi yang dikecualikan.

Format DIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Informasi tentang Perkara

a.
b.

Informasi dalam register perkara.,

Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis
perkara.

Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan
perkara.

Laporan penggunaan biaya perkara.

Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang
telah maupun yang belum berkekuatan hukum tetap
(dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan
salinan resmi), kecuali ditentukan lain oleh ketentuan
peraturan perundang-undangarn.

Naskah cetak dari putusan/penetapan pengadilan tidak
dapat diberikan apabila sudah tersedia dalam SIP.
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3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan

a.

Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang
ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh
masyarakat serta tindaklanjutnya.

Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam
pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan
hakim atau aparatur pengadilan yang telah diketahui
publik (sudah dimuat dalam media cetak atau
elektronik).

Jumlah hakim atau aparatur pengadilan yang dijatuhi
hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis
hukuman disiplin yang dijatuhkan.

Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau
aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin,
jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang

dijatuhkan.

4, Informasi tentang peraturan, kebijakan dan hasil penelitian

a.

Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua

Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah

Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah

disahkan atau ditetapkan.

Naskah seluruh Peraturan Mahkamah  Agung,

Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil

Ketua Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah

Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang

mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik,

antara lain:

1} dokumen pendukung seperti naskah akademis,
kajian atau pertimbangan yang mendasari
terbitnya Peraturan Mahkamah Agung;

2) masukan dari berbagai pihak atas usulan
peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut,

dalam hal tersedia;
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3) risalah rapat dari proses pembentukan peraturan,
keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap
setelah draft awal sudah siap didiskusikan secara
lebih luas;

4) rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan
tersebut; dan

5) tahapan perumusan peraturan, keputusan atau
kebijakan tersebut.

Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan

Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam

peraturan perundang-undangan.

Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan.

Dalftar serta hasil penelitian yang dilakukan.

Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat

Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk

Imm.

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian

dan Keuangan

a.

Pedoman  pengelolaan  organisasi, administrasi,
personel, dan keuangan Pengadilan,

Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan.

Profil hakim dan aparatur Pengadilan yang meliputi:

1} nama;

2) riwayat pekerjaan;

3) posisi,

4) riwayat pendidikan; dan

5) penghargaan yang diterima.

Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain,
jumlah, komposisi dan sebaran hakim dan aparatur
Pengadilan.

Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis

serta laporan keuangannya.
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Surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengar. pihak
ketiga berikut dokumen pendukungnya.

Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,
kecuali yang bersifat rahasia.

Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.

1.  Informasi yang Dikecualikan

1.

Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian

tertentu dari Informasi yang tidak disebutkan secara tegas

dalam kelompok Informasi pada bagian IV.E, bagian IV.F,

dan bagian IV.G yang menurut PPID atau Atasan PPID,

setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebzagai:

a.

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses
penegakan hukum;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu
kepentingan perlindungan hak atas kekayaan
intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha
tidak sehat;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan
pertahanan dan keamanan negara;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan
kekayaan alam Indonesia,

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketzhanan
ekonomi nasional;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon  Informasi Publik dapat merugikan

kepentingan hubungan luar negeri;
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g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik
yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wastiat seseorang;

h. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemnchon
Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;

i.  Memorandum atau surat antara Pengadilan dengan
badan publik lain atau intra Pengadilan, yang m=nurut
sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara
serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan

j- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
undang-undang sesuai dengan perincian dan
penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi yang dikecualikan di Pengadilan adalah:

a. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk
advisblaad,

b. identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang
diberikan sanksi;

c. Sasaran Kinerja Pegawai {SKP) atau evaluasi kinerja
individu hakim atau aparatur Pengadilan;

d. identitas pelapor vyang meminta ident:tasnya
dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran
hakim dan aparatur Pengadilan;

e. lidentitas hakim dan aparatur Pengadilan yang
dilaporkan yang belum diketahui publik;

f. catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses
mediasi di pengadilan,;

g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak
tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam
perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian

VIII huruf B Pedoman ini;, dan
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h. Dberita acara sidang dan alat bukti.

Uji konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh PPID di
lingkungan Mahkamah Agung,.

Pengecualian terhadap sebagian Informasi dalam suatu
salinan Informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk
mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan
Informasi tersebut.

Informasi yang dikecualikan dan dinyatakan terbuka oleh
putusan Komisi Informasi atau pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dimasukkan ke dalam DIP dan
wajib disediakan untuk dapat diakses setiap Orang.

Jangka  waktu pengecualian Informasi ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PPID menetapkan Informasi yang dikecualikan menjadi
Informasi Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum
berakhirnya jangka waktu pengecualiannya.

Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana
dimaksud pada angka 7, Informasi tersebut menjadi
Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu

pengecualian.

V. PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI

A. Struktur pelaksana pelayanan informasi dan dokumentasi di

Pengadilan terdiri dari:

1.
2.

Dewan Pertimbangan;

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan
PPID);

PPID;

PPID Pelaksana;

Petugas Layanan Informasi.
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Struktur pelaksana pelayanan Informasi dan dokumentasi

sebagaimana dimaksud pada huruf A termuat pada Lampiran

XVI.

Pelaksana pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

Pelaksana pelayanan Informasi dilakukan oleh pejabat sebagai
berikut.

1.

Dewan Pertimbangan dijabat oleh pimpinan Pengadilan dan
Panitera.

Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris.

PPID dijabat oleh panitera muda hukum yang melaksanakan
tugas dan fungsi koordinasi Layanan Informasi.

PPID Pelaksana dijabat oleh para panitera muda dan para
kepala bagian atau kepala sub bagian dalam hal pada
struktur organisasi tidak terdapat kepala bagian.

Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan

yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

Pelaksana pada Mahkamah Agung

Pelaksana pelayanan informasi dilakukan oleh pejabat sebagai
berilkut.

1.

Dewan Pertimbangan dijabat oleh Panitera Mahkamah
Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan
Pelatthan Hukum dan Peradilan, dan Kepala Badan
Pengawasan.

Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

PPID dijabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan
Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
PPID Pelaksana dijabat oleh:

a.  Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung;

b. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung;
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Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung;

Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan
Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung;

Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agur.g;
Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung;

Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung;

Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung;

Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung;

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung;

Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung;

Panitera Muda Perkara Pidana Kepaniteraan Mahkamah
Agung;

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan
Mahkamah Agung;

Panitera Muda Perkara Perdata Kepaniteraan
Mahkamah Agung;

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepan’teraan
Mahkamah Agung;

Panitera Muda Perkara Agama Kepaniteraan Mahkamah
Agung;

Panitera Muda Perkara Militer Kepaniteraan Mahkamah

Agung; dan
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s.  Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Kepaniteraan
Mahkamah Agung.
Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan

yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Dewan Pertimbangan

1.

Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam
menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di
unit/satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik
perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar.
Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam
menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di
unit/satuan kerjanya.

Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam
menyusun tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.
Memberikan pertimbangan kepada PPID dalam pengujian
tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan
informasi publik tertentu dikecualikan.

Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam hal
terjadi sengketa Informasi.

Memberikan pertimbangan lain kepada Atasan PPID/PPID

terkait pelaksanaan layanan Informasi Publik di Pengadilan.

Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan Atasan PPID

1.

Membangun  dan mengembangkan sistem pengelolaan
informasi dan dokumentast secara efektif dan efisien
berbasis teknologi informasi di unit/satuan kerjanya.
Mengangkat PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan
Informasi.

Menganggarkan pembiayaan layanan Informasi.
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Menyediakan sarana dan prasarana layanan infcrmasi,

termasuk papan pengumuman dan meja informasi

unit/satuan kerjanya serta situs resmi.

Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di

unit/satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik

perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbzyar.

Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di

unit/satuan kerjanya.

Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh

Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.

Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan

informasi sesuai dengan Pedoman ini melalui media e-LID di

unit/satuan kerjanya.

Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan

layanan Informasi di unit/satuan kerjanya.

Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penye.esaian

sengketa di Komisi Informasi dan pengadilan atau

mewakilkan kepada kuasanya.

Memperhatikan pertimbangan yang disampaikar. oleh

Dewan Pertimbangan.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik secara

manual maupun secara elektronik berupa:

a. pengumuman informasi;

b. pengelolaan permohonan Informasi,

c. pengelolaan keberatan atas Informasi;

d. penanganan sengketa Informasi Publik oleh Atasan
PPID;

€. penetapan dan pemutakhiran DIP;

f. pengujian tentang konsekuensi;

g. pendokumentasian Informasi Publik; dan

h. pendokumentasian Informasi yang dikecualikan.

Atasan PPID yang berada di bawah Mahkamah Agung

menyusun SOP sebagaimana dimaksud pada angka 12
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mengikuti standar yang diberlakukan di lingkungan
Mahkamah Agung.

G. Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan PPID

1.
2.

Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik.

Mengkoordinasikan pendokumentasian seluruh Informasi

dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi.

a. Informasiyang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala.

b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon
Informasi.

Mengkoordinasikan pendataan Informasi di Pengadilan

dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran DIP paling

kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu} tahun guna memastikan

ketersediaan Informasi Publik dan jangka waktu

penyimpanan Informasi Publik.

Mengkoordinasikan pengumuman Informasi yang wajib

diumumkan secara berkala melalui media e-LID atau media

lainnya.

Mengkoordinasikan pemberian Informasi yang dapat diakses

olen publik dengan Petugas Layanan Informasi.

Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara

berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam

melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau

Petugas Layanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan

Informasi Publik.

Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu

dikecualikan.
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Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi secara
jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi ditolak.
Mengkoordinasikan  penghitaman  atau  pengaburan
Informasi yang dikecualikan beserta alasannya xepada
Petugas Layanan Informasi.

Mengembangkan kapasitas pengelola layanan Informasi
da.am rangka memberikan layanan secara prima (service
excellent).

Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan
keberatan Informasi diproses berdasarkan prosedu- yang
berlaku.

Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik yang efektif
dan efisien.

Memperhatikan pertimbangan yang disampaikar: oleh
Dewan Pertimbangan.

Menetapkan laporan layanan Informasi Publik.

PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam

melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan PPID Pelaksana

1.

Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugss, dan

kewenangannya.

Mendokumentasikan seluruh Informasi dalam bentuk cetak

atau elektronik yang meliputi:

a. Informasiyang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;

b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

¢. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon
Informasi.

Membantu PPID melakukan pemutakhiran DIP paling

kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
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Membantu PPID mengumumkan Informasi yang wajib
diumumkan secara berkala melalui media e-LID atau media
lainnya.

Membantu PPID melakukan pengujian tentang konsekuensi
yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik
tertentu dikecualikan.

Membantu PPID menyusun alasan tertulis pengecualian
Informasi secara jelas dan tegas dalam hal permchonan
Informasi ditolak.

Mengkoordinasikan layanan Informasi Publik dengan
Petugas Layanan Informasi.

Membantu PPID dalam menyusun laporan layanan Informasi
Publik.

Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan Petugas Layanan

Informasi

1.

Memberikan layanan secara prima (service excellent) kepada
Pemohon Informasi.

Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara
manual maupun elektronik.

Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan
atas permochonan Informasi secara manual maupun
elektronik.

Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana.
Dalam hal sudah tersedia sistem layanan informasi secara
elektronik yang andal, petugas layanan Informasi melzekukan
pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada angka 3

secara elektronik.
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PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI

A.

Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara

melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan Informasi
Publik.
Mahkamah Agung wajib menyusun, menetapkan, dan
menyebarluaskan standar layanan yang terdiri dari;
1. standar pengumuman;

standar permintaan Informasi Publik;

2

3. standar pengajuan keberatan;

4. standar penetapan dan pemutakhiran DIP;
S

standar pendokumentasian Informasi Publik dan Informasi

dikecualikan;
6. standar pengujian konsekuensi; dan
7. maklumat pelayanan.
Pengadilan mengumumkan Informasi yang harus diumumkan
secara berkala menggunakan e-LID, situs web Pengadilan, media
sosial PPID dan/atau Pengadilan, dan media lain yang mudah
dilihat masyarakat di gedung Pengadilan.
Pengumuman Informasi juga dilakukan melalui Portal Satu Data
Indonesia.
Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik wajib
memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling
sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braile.
Situs Mahkamah Agung dikelola dan berada di bawah tanggung
jawab Kepala Birc Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
Situs satuan kerja di bawah Mahkamah Agung dikelola dan
berada di bawah tanggung jawab pimpinan satuan kerja masing-
masing.
PPID memperbarui Informasi yang harus diumumkan secara
berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, kecuali untuk

Informasi sebagai berikut:
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1.  putusan dan penetapan Pengadilan diumumkan pada hari
yvang sama dengan putusan dan penctapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

2.  Peraturan Mahkamah Agung diumumkan paling lambat 1
(satu) minggu setelah diundangkan dan Surat Edaran
Mahkamah Agung serta Keputusan Ketua Mahkamah yang
bersifat kebijakan diumumkan paling lambat 1 (satu) minggu
setelah ditandatangani;

3. laporan tahunan paling lambat ‘1 (satu) minggu setelah
diluncurkan secara terbuka;

4. agenda sidang secara realtime pada Sistem Informasi
Pengadilan (SIP); dan

5. rekrutmen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
pelaksanaan rekrutmen.

Format pengumuman dibuat dengan ringkas dengan

mencantumkan nama PPID dan/atau PPID Pelaksana serta

alamat/nomor telepon yang dapat dihubungi apabila

Pemohon/pengguna Informasi membutuhkan informasi rinci dari

pengumuman yang ada.

Pengumpulan Informasi yang termasuk dalamm kategori yang

harus diumumkan secara berkala dari satuan kerja terkait di

Pengadilan dilaksanakan oleh PPID setiap tanggal 1 Desember,

untuk diumumkan pada tanggal 2 Januari tahun berikutnya dan

1 Juni untuk diumumkan pada tanggal 1 Juli tahun tersebut.

PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan pendokumentasian

Informasi Publik yang dikuasai.

Pendokumentasian Informasi Publik selain sebagaimana

dimaksud pada huruf K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
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PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

A

Persyaratan

Permotriian

infarmasi

Perorangany/Badan Hukurn /el pok

Drang Mrdonesia:

1. KTPfSuket

2. Aktapendirlan badan hukum
funtuk badan hukumy)

A. Surat kuasa khiusus {kelompok

prang) Pengadilan/patugas ayanan informasi

wajih:

1. Membantu FEMonoh mengajukan
informasi

2. Manyadkakan sarand dan prasarng
fayanan informas, dengan dukungan
reknologi informasi dan
rmerperhatikan aksesibilitas
penyandang diszbilitas

Ferorangan/Badan Hukum Asing

™

. KTPfiain Tinggal Sermentars

2. Paspor

3. Akta pencirian bedan usaha
penanaman modat asing ber ek
persaroan

4. Dokurnen pendukung kepentingan

terharap informasl yang dimohonkan

Gambar 1. Bagan Persyaratan Pengajuan Permohonan Informasi

Pemohon Informasi wajibh melampirkan identitas pada saat

mengajukan permintaan Informasi berupa:

a.

Pemohon Informasi perorangan paling kurang
melampirkan fotokopi kariu tanda penduduk atau surat
keterangan kependudukan dari dinas kependudukan
dan pencatatan sipil;

Pemchon Informasi badan hukum paling kurang
mclampirkan fotokepi akta pendirian badan hukum
yvang lelah mendapat pengesahan dari Kementerian
Hulktum dan Hak Asasi Manusia; alau

Pemohon  Informasi  kelompok  orang/organisasi
kemasyarakatan harus mclampirkan surat kuasa
khusus dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat
kcterangan kependudukan pemberi kuasa dan

penerima kuasa.

Dalam  hal permohonan Informasi diajukan oleh

wargancgara/badan hukum asing, harus memenuhi syarat

sebagal berikut:
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a. warga negara asing paling kurang melampirkan
identitas diri atau izin tinggal sementara, paspor dan
dokumen pendukung kepentingan terhadap Informasi
yang dimohonkan; atau

b. badan hukum asing paling kurang melampirkan
fotokopi akta pendirian badan usaha penanaman modal
asing yang berbentuk perseroan yang telah mendapat
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan dokumen pendukung kepentingan
terhadap Informasi yang dimohonkan.

Petugas Informasi harus membantu Pemohon informasi

dalam mengajukan permochonan.

Khusus Informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan

Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan

tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau

setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan
oleh Mahkamah Agung ke pengadilan pengaju apabila tidak
tersedia secara elektronik dalam SIP.

Pengadilan menyediakan sarana dan prasarana permintaan

Informasi Publik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi

Penyandang Disabilitas.

Pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana

permintaan Informasi Publik dengan dukungan teknologi

informasi.



-31-

B. Proscdur Permintzaan Informasi Publik

Ty
Pemahon Menglst
Formatir Pormohonan

Membwntu Pemaohon Pemohon

infermas Penyardang Memperolsh informail
-- -]  DMsabIl(kas yang Dalang Fublik

taforrmast Langsung MenglsiFarmute

|._ J InFarmast

Petugas Lavanan informasl

Dokuman Eiektronik l

Mengisi Reglster nfor mas Fetugas_
danMembertksn Satinan Meryainpaikan itanp bixya!
Permohonan kegada Pemberitahuan /’J
Parnnhan fitolak {maks. 10 har
R Sejak Permohionan)

Peiugas Layanan

‘ Petugzas

. ~ Mempampaikan Permchon
InformasiMenerukan Uji Pemberitaluam Memeriksa Penggandanan
Pearmohonan Kepada Konsekuonsl Diterima {maks. 13 tnformasiyang
PPI0 Pelaksana selak Pasrnfiena nl Dimchankan
FPID Pelaksana PRI 0 Melakukan UJi Naimen Cetakyang
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12 hari sejak darl Dewan tnfermasiPultik
permohonan dicatat} Pertimbangan
g o

Gambar 2. Bagan Prosedur Permintaan Informasi

1.  Pcrmohonan Informasi Publik diajukan secara clcktronik
melalul e-LID atau secara nonelektreonik.

2. Pemohon mengisi formulir permohonan Informasi dan
Pengadilan memberikan salinannya kepada Pemohon,
schagaimana tercantum dalam Lampiran 11l.

3. Permohonan Informasi secara nonelektronik dilakukan
dengan cara:

a.  Pemochon datang langsung ke layanan mcja informasi;
atau

b.  Pemohon mengisi formulir permohonan Informasi dan
mengirimkannya melalui surat tercatat kepada PPID.

4.  Formulir permohonan Informasi scbagaimana dimaksud
pada angka 2 paling kurang memuat:

a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor
setelah permintaan Informasi Publik diregistrasi;

b. nama lengkap orang percrangan atau badan hukum
atau kuasanya,

¢. nomor induk kependudukan sesual kartu tanda

penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan
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badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
d. alamat;
e. nomor telepon/pos-el;
f.  surat kuasa khusus dalam hal permintaan Informasi
Publik dikuasakan kepada pihak lain;
g. rnncian Informasi yang diminta;
h. tujuan penggunaan Informasi;
i.  cara memperoleh Informasi; dan
] cara mengirimkan Informasi.
Petugas Layanan Informasi mengisi register permohonan,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
Dalam hal Pemohon Informasi datang langsung dan
termasuk Penyandang Disabilitas, pengisian formulir
permohonan Informasi Publik dapat dibantu oleh Fetugas
Layanan Informasi.
Petugas Layanan Informasi langsung meneruskan dokumen
permohonan Informasi kepada PPID Pelaksana.
PPID dibantu PPID Pelaksana melakukan pemeriksaan
kelengkapan permohonan Informasi Publik paling lambat 3
(tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam register
permohonan Informasi Publik.
Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, PPID
menerbitkan  surat keterangan tidak lengkap untuk
diberitahukan kepada Pemohon melalui Petugas Layanan
Informasi secara elektronik atau nonelektronik.
Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permochonan
sebagaimana dimaksud pada angka 9 paling lambat 3 (tiga)
hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima dan jika
dalam tempo waktu tersebut Pemohon tidak menyerahkan
perbaikan permohonan, Petugas Layanan Informasi atas

perintah  PPID memberikan catatan pada register
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permohonan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti
Permintaan Informasi Publik yang diajukan.
Dalam hal Informasi yang dimohonkan belum dinyatakan
sebagai informasi yang terbuka di dalam DIP, PPID
melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
Dalam hal permohonan ditolak, paling lambat 10 (sepuluh)
hari sejak menerima permohonan, PPID melalui Petugas
Layanan Informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada Pemohon Informasi secara elektronik atau
nonelektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
Dalam hal permohonan diterima, PPID meminta PPID
Pelaksana memperkirakan waktu dan biaya yang diperlukan
untuk menggandakan Informasi yang diminta, selanjutnya
paling lambat 10 (sepuluh} hari sejak menerima
permohonan, PPID melalui Petugas Layanan Informasi
secara elektronik atau nonelektronik menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V1.

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka

12 dan angka 13 paling kurang memuat:

a. Informasi Publik yang diminta berada di bawah
penguasaannya atau tidak;

b. keterangan badan publik yang menguasai Informasi
yang diminta dalam hal Informasi tidak berada di bawah
penguasaannya;

c. menerima atau menolak permintaan Informasi Publik
yang disertai dengan alasan;

d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;

e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan

salinan Informasi Publik yang diminta;
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f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi
Publik yang diminta;

g. penjelasan atas penghitaman/ pengaburan Informasi
yvang diminta bila ada;

h. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau
seluruhnya; dan

i.  penjelasan apabila Informasi tidak dapat diberikan
karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

Petugas Layanan Informasi memberikan kesempatan kepada

Pemohon Informasi apabila ingin melihat terlebih dahulu

Informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk

menggandakan atau tidak Informasi tersebut.

Petugas Layanan Informasi menggandakan Informasi yang

diminta dan memberikan Informasi tersebut kepada

Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam

pemberitahuan tertulis.

Informasi diberikan kepada Pemohon Informasi dalam

bentuk Dokumen Elektronik kecuali dokumen yang hanya

tersedia dalam bentuk cetak.

Pengiriman Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud

pada angka 17 dilakukan melalui e-LID, Pos-el Pemohon,

atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan

Dokumen Elektronik yang disediakan oleh Pemohon.

Penggandaan dokumen cetak dilakukan oleh Petugas

Layanan Informasi.

Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana

dimaksud pada angka 13 paling lama 7 (tujuh) hari scjak

penyampaian pemberitahuan perpanjangan waktu kepada

Pemohon dalam hal:

a. Pengadilan belum menguasai atau mendokumentasikan

Informasi Publik yang diminta;
b. Pengadilan belum dapat memutuskan status Informasi

yang dimohonkan;
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¢c. Informasi yang diminta bervolume besar; dan/atau
d. Pengadilan di wilayah tertentu vyang memiliki
keterbatasan untuk mengakses sarana penggandzan.

21. Setelah menerima Informasi Publik, Pemohon mengis: tanda

terima Informasi Publik.

Biaya Penggandaan Informasi

1. Informasi Publik dalam bentuk Dokumen Elektronik diberikan
secara cuma-curma.

2. Biava penggandaan Informasi publik dalam bentuk cetak
dibebankan kepada Pemohon.

3. Biava penggandaan merupakan biaya riil untuk
menggandakan Informasi Publik termasuk biaya transportasi
dan biaya pengiriman.

4. Pemohon membayar biaya penggandaan Informasi melalui
Petugas Layanan Informast dan Petugas Layanan Informasi
memberikan tanda terima sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII.

5. Seluruh Informasi Publik yang diberikan oleh Pengadilan
berdasarkan keputusan ini tidak dikenakan biaya PNBP.

PROSEDUR PENGABURAN SEBAGIAN INFORMASI TERTENTU
DALAM INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMEKAN DAN INFORMASI
YANG DAPAT DIAKSES PUBLIK

A.

Data Pribadi berupa nomor induk kependudukan dikaburkan
pada keseluruhan isi putusan/penetapan.

Sebelum memberikan salinan Informasi kepada Pemohon atau
memas-ikkannya dalam situs web, PPID Pelaksana wajib
mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak
di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara
sebagai berikut.

1. Mengaburkan identitas saksi korban dan saksi lainnya

dalam perkara:

a. tindak pidana kesusilaan;
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b. tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan
dalam rumah tangga;

c. tindak pidana yang menurut undang-undang tentang
perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan
korbannya harus dilindungi; dan

d. tindak pidana lain vyang menurut hukum
persidangannya dilakukan secara tertutup.

Mengaburkan identitas hakim, panitera sidang, jaksa

penuntut umum, penyidik, sakst, dan ahli dalam perkara

tindak pidana terorisme baik dalam keseluruhan isi putusan,

SIP, dan sistemn informasi lainnya yang digunakan

Pengadilar.

Mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan

huxum.

Mengaburkan identitas para pihak yang berperkara, saksi

dan pihak terkait dalam perkara:

a. perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat
sengketa perkawinan;

b. pengangkatan anak;

c. wasiat; dan

d. perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang
menurut hukum persidangannya dilakukan secara
tertutup.

Dalam hal terdapat perkara yang tidak disebutkan pada

angka 1 sampai dengan angka 4, namun mengandung

muatan pelanggaran kesusilaan, identitas pihak yang terkait
dengan peristiwa pelanggaran tersebut dikaburkan.

Gambar terkait pelanggaran kesusilaan dikaburkan.

Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas

pihak yang dimaksud pada huruf B, meliputi:

1.
2.

nama dan nama alias;

nomor induk kependudukan (N1K}/paspor;
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3. pekerjaan, tempat bekeria dan identitas kepcgawaia vang

bersangkutan; dan

4. sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti.

sidang, jaksa
penuntut umum,
dan penyvidik
dalam perkara
tindak pidana

lerorisme

panitera sidang,
jaksa penuntut

umum, dan penyidik

dalarn perkara tindak

pidana terorisme
dikaburkan dengan
cara menuliskan
status {(kedudukan)
mereka dalam

perkara.

D. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan bukti suratl
dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf B, 2erupa
nomor dokumen bukti,

E. Identitas ahli tidak perlu dikaburkan.

F.  Pengaburan dilakukan dengan cara:

I. menghitamkan Informasi dimaksud hingga tidak dapat
terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan tcrhadap naskah
cetak {hardcopy);

2. tidak menampilkan Informasi yang dimaksud untuk publik
pada SIP dan sistem informasi lainnya yang digunakan oleh
Pengadilan; atau

3. Mengganti Informasi yang dimaksud dengan istilah lain
dalam naskah elektronik (softcopy), dengan tata cara sebagai
berikut:

INFORMASI TATA CARA CONTOH

PENGABURAN
i. Nama |
a. Hakim, panitera 1. Nama hakim, 1. “Hakim” yang

kedudukannya
sebagai ketua
majclis mznjadi
“KETUA
MAJELIS”

2. "Malik” yang
kedudukannya
schagai penuntut
umum
disebutkan pada

uratan kedua
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terpidana, dan

nama para pihak

terpidana serla para
pihak dalam kasus
tertentu dikaburkan
dengan cara
menuliskan status
(kedudukan) mercka

dalam perkara.

. Jika hanya ada satu

orang lerdakwa,
nama terdakwa
diganti menjadi
"TERDAKWA”. Jika
ada lebih dari satu
terdakwa, maka
nama mereka diganti
imenjacli
"TERDAKWA 17,
"TERDAKWA 11" dan
seterusnya. Hal yang
sama diterapkan bagi
terpidana dan para
pihak.

INFORMASI TATA CARA CONTCH
PENGABURAN
2. Jika dalam _ menjadi

kedudukan yang “PENUNTUT
sama lebih dari satu UMUM KEDUA”
orang, diberi urutan
nomor berdasarkan
urutan pemunculan
pada naskah
putusan,

L. Terdakwa, . Nama tcrdakwa, . "Mulyadi” yang

statusnye adalah
terdakwa dalam
per=zara dengan
terdakwa
tunggal, menjadi
"TERDAKWA”

. "Mulyantc” yang

merupakan
terdakwa xedua
dalam perkara
yvang melibatkan
lebih dari satu
terdakwa menjadi

"TERDAKWA II”

. "Mulyatnc” yang

statasnya adalah
pengegugat ketiga
dalam kasus

yang melibatkan

lebih dari satu

penggugat
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INFORMASI TATA CARA CONTOH
PENGABURAN
| 3. Pemberian urutan meinjadi
nomor dilakukan "PENGGUGAT 111"
berdasarkan urutan
pemunculan pada
naskah putusan.

c. Anak 1. Nama anak . "Yadi”
dikaburkan dengan merupakan anak
cara menuliskan yang statusnya
status (kedudukan) sebagai korban
mereka dalam pertama dalam
perkara. suatyu perkara

. 2. Pemberian urutan menjadi

nomor dilakukan "ANAK KORBAN
berdasarkan urutan r

| pcmunculan pada . "Yady”

. naskah putusan. meripakan anak
yang statusnya
sebagai korban
kedua dalam
suatu perkara
menjadi
"ANAK KORBAN
1

d. Saksi 1. Nama saksi . "Sulistami” yang

dikaburkan dengan
cara menuliskan
status (kedudukan)
mereka dalam

perkara.

. Pembernan urutan

nomor dilakukan

merupakan saksi
pertamna vang
ditampilkan
dalam
persidangan
menjadi

"SAKSI 17
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cara menuliskan
status/hubungan

mereka dengan

terdakwa, para pihak

atau korban. Jika
ada lebih dari 1
(satu) pihak terkait,
diberikan urutan
nomeor berdasarkan
urutan pemunculan

pada naskah

INFORMASI TATA CARA CONTOH
PENGABURAN
) berdasarkan urutan | 2. "Sulistyowati”
pemunculan pada yang merupakan
naskah putusan. saksl kedua yang
ditampilkan
dalam
persidangan
menjadi |
"SAKSI 27
e. Pihak Terkait . Nama pihak 1. ”Sodikin” yang
dikaburkan dalam pcrkara
identitasnya dengan perceraian
cara menuliskan adalah anak
hubungan yang tunggal dari
bersangkutan pasangan yang
dengan para pihak. bercerai, menjadi
. Jika hanya ada 1 "ANAK
(satu) ocrang pihak PENGGUGAT
terkait maka DAN
pengaburan TERGUGAT”
dilakukan dengan 2. "Sobirin” yang

dalam perkara
perceralan
adalah anak
ketiga dari
pasangan yang
bercerai, menjadi
ANAK ITI
PENGGUGAT
DAN
TERGUGAT”
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INFORMASI PATA CARA CONTOH
PENGABURAN
putusan; atau 3. "Sohari” vang
berdasarkan urutan dalam perkara
yang secara jelas pcrecraian
discbul dalam merupakan adik
putusan tersehut. ipar dari pihak
Misalnya anak penggugat, vang
pertama, anak disebutkan
kedua, dan dengan urutan
seterusnya. kedua dalam
naskah putusan,
menjadi "ADIK
IPAR 11
PENGGUGA'T”
f. Ahli Nama (dan identitas -
lain) dart ahli tidak
perlu dikaburkan.
g Kuasa Hukum Nama (dan identitas -
lain) dari kuasa hukum
tidak perlu dikaburkan,
h. Lembaga Ncgara 1. Nama suatu 1. "PT Bakti
dan Lembaga lembaga/badan Sejahtera” yang
Swasta hukum swasta yang merupakan PT
terasusiasi dengan ketiga yang
terdalowa, terpidana, disebutkan
para pihak, saksi dalam naskah,
atau pihak terkait memnjadi "PT 1117
dikaburkan dengan 2. "Koperasi Bakti

cara menuliskan
bentuk hukum
lembaga/ badan

hukum tersebut.

Utama” vang
merupakan satu-
satunya koperasi

dalam naskah
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TATA CARA

INFORMASI CONTOH
PENGABURAN
2. Pemberian urutan putusari,
nomor suatu menjadi
lembaga/badan "KOPERASI”

hukum swasta
adalah berdasarkan
urutan
pemunculannya pada
naskah putusan.

. Identitas lembaga
negara/pemerintahan
tdak perlu
dikaburkan.

ii. Alamat

Alamat

1, Alamat sescorang
yang terasosiasi
dengan hakim,
panitera sidang,
jaksa penuntul
umum, dan penyidik
dalam perkara
tindak pidana
lerorisme
dikaburkan dcngan
cara menuliskan
daerah tingkat dua
tempat alamat

tersebut.

2. Alamat seseorang

atau badan hukum
swasta vang

terasosiasi dengan

*JI. Berlian No. 3,
RT.001 RW.001,
Lenteng Agung,
Jakarta Selatan”
menjadi "Jaxarta

Selatan”
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INFORMASI

TATA CARA
PENGABURAN

CONTOH

terdakwa, terpidana,
para pithak, saksi
atau pihak terkait
dikaburkan dengan
cara menuliskan
daerah tingkat dua
tempat alamat

tersebut.

3. Alamat anak

dikaburkan dengan
cara menuliskan
daerah tingkat dua
tempat alamat

tersebut.

il Pekerjaan, jabatan, dan kesatuan (instansi)

Pekerjaan, Jabatan
dan Kesatuan {In-

stansi)

1. Pekerjaan dan jaba-
tan terdakwa,
tcrpidana, para
pihak, saksi atau
pihak terkait
dikaburkan dengan
cara menjelaskan
secara umum
pekerjaan atau

Jabatan saksi,

2. Pengaburan

kesatuan {instansi)
saksi dalam kasus
tertentu yang harus

dikaburkan

identitasnya

1. “Mahasiswi Uni-
versitas Widya
Karya” menjadi

"Mahasiswi”

2. PNS MAKOREM

(032/WBR
menjadi "PNS”
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INFORMASI

TATA CARA
PENGABURAN

CONTOH

dilakukan dengan
cara menghapuskan

nama kesatuan.

iv. Nomor identitas pribadi (Nomor Induk Kependudukan |[NIE],

Nomor Induk Pegawai [NIP], dan nomor identitas pribadi lainnya)

[ Nomor identitas

pribadi

Nomor identitas pribadi

dikaburkan dengan cara

dihapus dari naskah

putusan.

v. Gambar yang terkait pelanggaran kesusilaan

Gambar terkait
pelanggaran

kesusilaan

Gambar terkait
pelanggaran kesusilaan

dihapus dari naskah

G.  Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada huruf A dan

huruf B terpublikasi, PPID karena jabatannya atau berdasarkan

permohonan pihak terkait memerintahkan Petugas Layanan

Informasi untuk mengaburkan Informasi tersebut.

H. Permohonan penghapusan atau pengaburan atas selurih atau

sebagian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari

SIP atau sistem informasi lain yang digunakan aleh Pengadilan

yang menurut keputusan ini tidak termasuk informasi yang harus

dikaburkan, tidak dapat dilakukan, kccuali:

1. permintaan dilakukan oleh pihak yang bersangkutan xepada

Atasan PPID,; dan

2.  permintaan scbagaimana dimaksud pada angka 1 wajib

disertai bukti yang menunjukkan kerugian yang nyata bagi

pihak yang bersangkutan.
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f.  Penghapusan atau pengaburan sehagaimana dimaksud pada
huruf H, dilakukan dengan cara:
1. mengaburkan sebagian Inlormasi Elektronik/Dokumen
Elektronik dimaksud; dan
2. tidak mempublikasikan Informasi Elcktronik/Dokumen
Hlektronik dimaksud di dalam SIP atau sistem informasi lain

yang digunakan oleh Pengadilan.

IX. PROSEDUR KEBERATAN

7 y Membantu Pemohon Pemuiim .
Pamohen Menglsi Keberatan Panyandang Memperolah | nformasi
Formulie Reberatan Disabliftas yang Datang Pubifik

Langsung Mergisi Formuolc

\ / keberatan

Pe‘"g::::::r;z‘:"““ / Dokumen Efektrants
Keberatan dan N {tanpa baya)
Memberikan Salinan
Permohonan Keberatar 1
ke pods Feme hoo —
; Ditalak, Petugss
* Memberitahukan
Petugas Layanan '":’LP:": P”_"l‘fnr;:’“ d""m“"" Diterima, Petugas
Informasl Meneruskaw Kr:p:xu::fAm:h P;n Memberitabukan Pemohen
Fermohonan Kepada kepadaPe ”;";'l"“ T"‘*‘ Memeriksa Penggandaan
AtasanfPlnMelalul :::::.: :11“ e nfortras|yang
PFID Dirnchonkan

—

L 4

Atasan PRID Me mpelajar Dakurnen Cetakyang |
Permohonan Keberatan Maks. 30 hari Femahun X Digamdahandengan
dengan Meminta L sejak Mempercleh Informasi sarana Herbayar
Pertimbangan Dewan Pefmafonan Publik |
Perfimbangan _ |
\_//

Gambar 3. Bagan Prosedur Keberatan

A.  Syarat dan Tata Cara Pengajuan Keberatan
1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal
ditemukannya alasan sebagai berikut:
a. ada.njfa penolakan atas permintaan Informasi,
berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik;
b. tidak disediakannya Informasi yvang wajib diumumkan
secara berkala;
c. tidak ditanggapinya permintaan Informasi;
permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana
yvang diminta,

e. tidak dipenuhinya permintaan Informasi;
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f.  pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian Informasi melebihi waktu yang diatur
dalam keputusan ini.

Pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui

Petugas Layanan Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

Dalam hal keberatan diajukan oleh kuasa, pengajuan

keberatan harus disertai surat kuasa khusus dengan

dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pengajuan keberatan dilakukan dalam tenggang waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya alasan

sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pengajuan keberatan diajukan secara elektronik melalui

e-LID atau secara nonelektronik.

Pemohon mengisi formulir keberatan yang disediakan

Pengadilan dan Petugas Layanan Informasi memberikan

salinannya kepada Pemohon, sebagaimana  tercantum

dalam Lampiran VIII.

Keberatan secara nonelektronik dilakukan dengan cara:

a. Pemohon datang langsung ke layanan Meja Informasi;
atau

b. Pemohon mengisi formulir keberatan dan

mengirimkannya melalui surat tercatat kepada Atasan

PPID.

Registrasi Pengajuan Keberatan

1.

Pemohon mengajukan keberatan ke Petugas Layanan
Informasi dengan mengisi formulir keberatan.

Formulir paling kurang memuat:

a. nomor pendaftaran pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik;

c. tujuan penggunaan Informasi Publik;

d. 1dentitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan atau kuasanya;
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c. alasan pengajuan keberatan;

f. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi
oleh Petugas Pelayanan Informasi;

g. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya; dan

h. nama dan tanda tangan Petugas Layanan Informasi
yang menerima pengajuan keberatan.

Petugas Layanan Informasi harus memberikan tanda bukti

penerimaan keberatan kepada Pemohon Informasi Publik

atzu kuasanya.

Dalam hal Pemohon Informasi Publik datang langsung dan

merupakan Penyandang Disabilitas maka dapat dibantu oleh

Petugas Layanan Informasi dalam pengisian formulir

keberatan.

Petugas Layanan Informasi wajib memberikan nomor

pendaftaran keberatan setelah Pemohon Informasi Publik

mengisi formulir keberatan.

Petugas Layanan Informasi harus memberikan salinan

formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan

keberatan.

Petugas Layanan Informasi wajib menyimpan salinan

formulir keberatan yang telah diberikan nomor pendaftaran

sebagai tanda bukti pengajuan keberatan.

PPID dibantu Petugas Layanan Informasi wajib mencatat

pengajuan keberatan dalam register keberatan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IX dan meneruskannya kepada

Atasan PPID dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari sejak

permohonan diajukan.

Register keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 8

pa‘ing kurang memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. tanggal diterimanya keberatan;
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Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung.

7. Pemohon yang tidak puas dengan keputusan Atasan PPID
berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
Informasi kepada Komisi Informasi paling lambat 14 {empat

belas) Hari sejak diterimanya keputusan Atasan PPID.

TAHAPAN DAN TATA CARA PENGUJIAN KONSEKUENSI

A,

PPID mengkoordinasikan pengujian konsekuensi terhadap
Informasi tertentu yang dinilai berpotensi sebagai Informasi yang
dikecualikan dengan PPID Pelaksana.

PPID Pelaksana dapat mengusulkan kepada PPID untuk

melakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi tertentu

yang dinilai berpotensi sebagai Informasi yang dikecualikan.

PPID meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan dalam

melakukan pengujian konsekuensi.

Pengujian konsekuensi dapat dilakukan:

1. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;

2. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dar

3. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas
perintah majelis komisioner Komisi Informasi.

Pengujian konsekuensi dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di
dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;
mencatat Informasi yang akan dikecualikan;
menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar
pengecualian; dan

4. menganalisis dan mempertimbangkan kepatutan,
kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran la:n yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

atas konsekuensi yang timbul apabila suatu In‘ormasi

dibuka.
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F. PPID dalam melakukan pengujian konsekuensi harus:

1. menyebutkan secara jelas dan terang Informasi terten-u yang
akan dilakukan pengujian konsekuensi;

2. mencantumkan undang-undang yang dijadikan dasar
pengecualian;

3. mencantumkan konsekuensi; dan

4. mencantumkan jangka waktu.

G. Format lembar pengujian konsekuensi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XI.

H. Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian
konsekuensi ditetapkan oleh PPID dalam bentuk keputusan
tentang klasifikasi Informasi dikecualikan.

[.  Format Keputusan tentang Kklasifikasi Informasi dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada huruf H tercantum dalam Lampiran
XII.

J.  PPID cdapat mengubah klasifikasi Informasi Publik menjadi
Informasi yang dikecualikan setelah melakukan uji konsekuensi.

K. Format lembar pengujian konsekuensi atas pengubahan
klasifikasi Informasi Publik menjadi Informasi yang dikecualikan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI1II.

L. Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian
konsekuensi sebagaimana dimaksud pada huruf J ditetapkan
oleh PPID dalam bentuk Keputusan tentang Pengubahan
Klasifikasi Informasi Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIV.

M. Keputusan PPID pada Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan
tingkat banding tentang Informasi dikecualikan atau pengubahan

klasifikasi Informasi dikecualikan diunggah ke dalam e-LID.

BANTUAN KEDINASAN
Bantuan Kedinasan di bidang layanan Informasi Publik kepadz badan

publik diatur tersendiri dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.



XII.

XIII.

XIV.
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PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH ATASAN PPID

A.  Dalam hal Atasan PPID digugat sengketa Informasi di Komisi

Informasi, pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung,

Atasan PPID dapat menunjuk PPID dan/atau pejabat lain sebagai

kuasa.

B. PPID dan/atau pejabat lain yang ditunjuk melagorkan proses

penanganan sengketa Informasi kepada Atasan PPID.

C. PPID mengunggah putusan sengketa Informasi ke dalam e-LID.

ANGGARAN LAYANAN INFORMASI

Mahkamah Agung menganggarkan biaya pengelolaan dan pelayanan

Informasi Publik pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

masing-masing satuan kerja yang berada di bawahnya.

WAKTU DAN MAKLUMAT LAYANAN

A, Waktu Layanan

1.
2.

Pelayanan Informasi Publik dilakukan pada hari kerja.

Waktu pelayanan Informasi Publik adalah sebagai be-ikut:

a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis mulai pukul
08.00 sampai dengan pukul 16.00; dan

b.  Hari Jumat mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul
16.30.

Dalam hal permohonan Informasi Publik atzu pengajuan

keberatan disampaikan setelah berakhinya waktu

pelayanan maka permohonan tersebut terhitung diterima

pada Hari berikutnya.

Permohonan keberatan yang diajukan pada Hari terakhir

tenggang waktu pengajuan dan di luar jam pelayanan

sebagaimana dimaksud pada angka 2, tetap diterima selama

digjukan dalam jam kerja.

B. Maklumat Layanan Informasi Publik

1.

Maklumat pelayanan Informasi Publik berisi pernyataan

sebagai komitmen dalam melakukan pelayanan Informasi
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Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

Maklumat pelayanan Informasi Publik dipajang paca Meja
Informasi serta dipublikasikan dalam e-LID dengan
memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
Maklumat Layanan Informasi Publik sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XVII.

XV. LAPORAN DAN EVALUASI

A. Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

1.

PPID wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan
Informasi Publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun
pelaksanaan anggaran berakhir.

PPID wajib menyampaikan laporan layanan Informasi
kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk dikompilasi dan
hasilnya disampaikan kepada Komisi Informasi paling

lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran
berakhir.

Laporan layanan Informasi tahunan merupakan bagian dari
Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
Laporan layanan Informasi tahunan paling kurang terdiri
dart:
a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik;
b. gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi
Publik, mengenai:
1) sarana dan prasarana layanan Informasi Pubhk
yvang dimiliki beserta kondisinya;
2) sumber daya manusia yang menangani layanan
Informasi Publik beserta kualifikasinya; dan
3} anggaran layanan Informasi Publik dan laporan
penggunaannya.
c. Rincian pelayanan Informasi Publik, mengenai:

1)  jumlah permintaan Informasi Publik;
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2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi
tertentu;

3) jumlah permintaan Informasi Publik yang
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan

4) Jumlah permintaan Informasi Publik yang ditolak
beserta alasannya.

rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, antara

lain memuat:

1}  jumlah keberatan yang diterima;

2) tanggapan atas keberatan yang diberikan dan
pelaksanaannya;

3) Jjumlah permohonan penyelesaian sengketa ke
Komisi Informasi yang berwenang;

4) hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi
Komisi  Informasi yang  berwenang  dan
pelaksanaannya oleh Pengadilan,

5) jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilen; dan

6)  hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh
Pengadilan sebagai badan publik.

kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan

layanan Informasi Publik; dan

rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk

meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.

Laporan tahunan layanan Informasi Publik dibuat dalam

bentuk:

a.

ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan
layanan Informasi Publik; dan
laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh

pelaksanaan layanan Informasi Publik.

Laporan tahunan layanan Informasi Publik disusun sesuai

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.
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LAMPIRAN IT :

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022
... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja]
Perll_;e?;!an ... (alamat, nomor telepon, faksimili, email]
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Periode: Januari — Desember ... [diisi dengan tahun]
No. Nama Informasi | Unit Kerja yang Pénanggung Waktu dan Bentuk’ Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi
Menyediakan jawab Informasi Tempat Informasi
Informasi Pembuatan yang Aktif Inaktif

Tersedia







_57-

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII; 2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

X T e denan
Lon - [Mama Peagaditan/ Satan Kerja) ) oo
¢ .. [plamat nomor telepon, faksimili, email] | Sesaseche |
Pengadilar
BUETI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
Tanggsal Pengajuan
Permohonan
Tangeal Pembertahuan
Tertulie”
Nomor Pendaftaran**

Nama

Alarmat

Paleerjaan

Noror telepon

Rincian
Informasi vang

dibsutuhlcen

Twyuan
Pengmatiaan
Informast

Cara : I___l Melihat! membaca/ mendengarkan ™
metaperaleh

mformasi*~

Mendapatian ealinan informasi
(softcopsr Mherdcopy) ™

Cara : Mengambil langsun Emaisl
mendagpatkan D E

informasit+s

Petugas Informasi Pernchon Informasi
et ] fttd]

[Hama lengkap] [Neema lengkap]




_58-

Keterangan
* Diisi oleh Petugas

Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi
Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi

Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)

Coret yang tidak perlu

*%

wakR

L



. ) l LT Jngen. :
L --- [Nama Penpadilan/Saruan Kega| Lo :
W . lplamat, nomor telepon, falsimil, email] | M |
2engadilan
BUKTI PERGAJUAN PERMOHONAN INFORDMASI
Tanggal Pengajuss
Permochonan

Tanggal Pemberitahuan

Tertulis®

MNomor Pendaftaran®*

wama

Alamat

Pekerjaan

Narzor telepen

Rifician
Informasi wang
dibutuhlean

Tijuat
Fenggunaarn
Infortriasi

Cara
metaperoleh
informasic**

Melihat/membaca/ thendengarkan "™

Mendapailkcan salinan informasi
[zoftcopy fhardcopy] ™

Cara
mendapatkan
informasgis s

[ ]

Mengarmhil iang‘sunq:l Email

Petuigas Informasi

[ted]

[Wama fenglap)

Pemohon Informasi
frtd]

[Nama lengkap|
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Keterangan

* Diisi oleh Petugas

**  Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi perrmohonan Informast
Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi

***  Pilih salah satu dengan membert tanda (\/ )

***%  Coret yang tidak perlu



11.

II1.

IV.

H1-

Lembar
bein<ang

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang
berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan
diberikan kepada pcmohon informasi dapat: Menghambat proses
penegakan hukum; Menganggu kepenlingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak
schat; Membahayakan pertahanan dan kecamanan Negara;
Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan
ckonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
Mengungkap isi akla otentik yang hersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi;
Memorandum alau sural-surat antar Badan Publik atau intre Badan
Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan
Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh
diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga
dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN
INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS
INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak
diberikan, tanyakuan kepada petugas informasi alasannya, mungkin
permintaan informasi anda kurang lengkap.

Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis
lentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari kerja secjak diterimanya permohonan
mmformasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang
waktu unluk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal:
informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ behim
dapat dipuluskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi
yvang dikecualikan atau lidak.

Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan in‘ormasi
berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi
sesual dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)







No,
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LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022
... [Nama Pengadilan/Satuan Kerjaj]
Logo ... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]
Pengadilan
REGISTER PERMOHONAN INFORMASI
Periode: Januari — Desember ... [diisi dengan tahun]
Jenia Keputu Alasan Larf;
_ Permoh Status Informasi Bentuk Informasi s-gn Penolak Hari/Tgl Biaya Mzner
PI:{— Ala- Nomor Informa, TI;E:;P o= i B Ima
Tgl Nama Pelez), -1 yan, ; i Belum Naslah . .
dai:im ) e || Komak T Dimia inrmasi | g | i | DiBawah Pengnasaan Didokum Ncg‘:fafl Elektront E:-ﬁ?::; Pe‘mgem
Y L= i B i .
ntasilan {Hardcopy) [Sofcapy) Certulis Informasi
Ya | Tidak [ Instansi




KETERANGAN:
No.
No. Pendaftaran
Tgl
Nama
Alamat

Nomor Kontak
Pekerjaan

Informasi yang diminta
Tujuan Penggunaan
Informasi

Jenis Permohonan

Status Informasi

Bentuk Informasi
Keputusan PPID

Alasan Penolakan
Hari/Tgl

. diusi dengan memberi tanda N) bila tidak di bawah penguasaan,
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: diist dengan nomor urut.

. diisi dengan nomor pendaftaran permohonan informasi.

. diisi dengan tanggal permohonan diterima.

. diisi dengan nama pemohon.

. diisi dengan alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman

informast yang diminta.

. diisi dengan nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon

Informasi).

. diist dengan Pekerjaan Pemohon Informast.
. diist dengan detail informasi yang diminta.
. diisi dengan tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi

. diist dengan memberi tanda () di bagian bawah kolom B untuk prosedur Biasa, atau di

bagian bawah kolom K untuk prosedur Khusus.
tuliskan

Pengadilan/Satuan Kerja lain yang menguasai di bagian bawah kolom ‘Instanst’ (bila
diketahui), sesuai dengan isian formulir pemberitahuan tertulis.

. diisi dengan memberi tanda (N} di bagian bawah kolom sesuai bentuk informasi yang

tersedia.

. diisi sesuai dengan isi keputusan PPID dalam pemberitahuan tertulis terhadap permohonan

informasi.

. diisi dengan alasan penolakan permohonan informasi oleh PPID.
: diist dengan:

a. hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis
b. hari dan tanggal pemberian informasi kepada pemohon informasi publik
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LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/ 2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

) _ § ek |
Logo --- [Nama Pengpdilen/Sasman Keria] ) | feedha |

_ --- [alomat. nemos telepon. faksimils, email] T
Pengadilan

SURAT KEFUTUSAN PPID TENTANG PENDLAKAN PERMOHDNAR

INFORBMASI
(Rasgkap 2j
No. Pendaftayap:<
Nama
Alamat

No. Telp /Emazail
Rineian informasi yeng
dibutuhlean

PPID memuytuskas bahwa Inibomasi yang gimehon adalal:

INFORMASEYANG DIKECUALIKAN

Pengecualing informasi - D Pagal 17 hyynf . __THIKIP. **
didasarkan pada glagan

Pazal ... ilnd#m&;mﬂﬁnmé* *
Dahwa berdasarkan dasar hulum, di glas. membuka Informasi tersabut dapat

menimbulian Fonsekuens: sebaga. heray:

Dengan demilnan menyatakan balnya:

PERMOHCNAN INFORMA ST DITOLAK

Jika Bemohen Inforsmasi keleratan ains penplakan iol maka Pemiohot Informast
dapat  uenzajokan.  keheratan  kepada aigssn PRID, paity .
v selambatlambatnye 30 itga puluh) hari ketia |
seipk menerima Surat Keputusan ind.

iTempat], tanggal. bulan, dan tahynve
Pejahat Pengelola Infarmasi dan Pokpmentasi (PPID)

Name, Jabatan & Tandatangan
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Keterangan:

*

* &

*xE

kkkE

*kFkxE

Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan
Informasi Publik.

Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 hurafa - 1
UU KIP

Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan
pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan
informasi vang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-
undangnya).

Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesuai cengan
Pengadilan/Satuan Kerja yang bersangkutan

Diisi dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu
pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
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e e e
[IRIEL T g T

1
ARG ;

Loga %

... [Nama FPeagadilan/Sawan Kerjal
Rengadian. | falamat, nomer telepon, fnlosimilt, enadl]

SUTRAT EEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAFKAN PERMOOONAN
INFORMASI
{Rangkap 2)

Mo. Pendaltaran:?

vama
Alamar

No. Felp. /Eruail :
Rincian informasi yang

dibutuhkan

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengrrualian infarmast : D Pazal 17 maaf .. LI KIP. #%
didagarkan pada alagen
Fasal . Undang:-Undang ,_‘"'l:l

memmbulken konsekuensi sebagnu bealont;

Dengan demikian mepyatakan balnsa:

PEEMCHONAN IHNFORMAS! ITOLAK

Jika Pemohon Informast keberatan stes peaniakan ind maks Pemohon Informasi

dapat  meneankan.  keheratan  bepada  atgsgn PPID. gaitu
=k pelambat-lambatnya 30 itiga, puluil hart kegs

{Terapat], tangeal, bulan, dan ghun]***

[

Nama, Jahatan & Tandatangan
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LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH ACUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

Logo . .
; -.. [Nama Pengadilan/ Saruan Kerjal
Pengadlan. | . [slamat. nemor telepoq. falesimdli, emadl]

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan peemohonpr informas:
Tangeal :
Ng. Pendaftaran

Kanu menyampaikan kepada Saudasa/:
Nama :
Alpimint
wo. Telp) Erriasl

Eembentabuan sebaga beriloat:

A. Indormas: Dapat Dibenkan:

No. Hal-Hal Terkait Keterangan
Permohonan Informasi
1. | Penguasaan Informasi| ] Tersedia
Fublik* [] Tidak tersedia, dapat

diperoleh pada:

2. | Bentuk  imformasi  vang ([ ] Softcopyfelektronik
wmrsedia™ ] Hardoopy
3. | Biaya yvang dibutuhkan®s [] Penyalnan Rp
[] Pengirituan Rp.
Jumlah Rp.
4. | Wakiu penyediaan Hari

5. | Penjelasan penghitaman pengaburan Informasi yang dimohon=*
[tambahlean kertas bila periuj
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B. Informasi Tidak Dapat Diberkag karena

l:l Informmasi yang diminta tidak ada di Pengadilan ind. Informast
vang diminta dapat diperoleh di

[tukis jihka mengetahonya)

I:I Inforimasi yang diminta belum didelamentasikan.
[]

Informasi yanp diminta behmn  selesat  didokurnentasikan.
Penyedigan informasi vang helum selessd didokumentasikan
ditslrukan dalam {angls waldtu hradgj?rsr

ITempat], (fanggal, bulan, dan tghuny
Pejabak Pengelola Informasi dan Dokpmentasi (PPID)

{ J

Keterangan
*  Pilih salah satu dengan memberi tanda ().

**  Biaya penyalinan (fotokopt atou disket) dan/atau bioya pengiriman (khutsus
kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.

*#**  Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan
alasan penghitamannya.

wk kA

Diisi dengan keterangan waktu yang fjelas untuk menyediakan informasi yang
dirriinta.
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VooLnbeT itk

e
H F
]

Logo FugIphan,

Pengadian. | [alamat, nosers telapon, faisinnli. email]

FEMBERITAHUAN TERTULIS

Esrdasarkan permohonan informasi:
Tangzgal :
. Pandaftaran

Kani menyampaikan kepada Saudara/y
MNaina o

Alsrnar
~Ng. Teip/Fmail

Pembentahuan sshagal berdoat:

C. Infgrmasi Dapar Diberikan:
No. Hal Hal Terkait Keterangan
Permohonan Informasi

1. | Penguaszaan Informagi| [] Tersedia
Publik® [] Tidak tersedia. dapat
dipercleh pada:

Softcopy/ elektronik
Hurdeopy

2. | Beorak  informasi vang
tersadia®

3. | Biaya yang dibutiahlean®s Penyalinan Rp.

HipEiNn

Pengittinan Rp.

Jumlah Rp.

Walttu penyediaan Har

5. | Penjelasan penghitamen/pengaburan Informas: yang dimohon™*
{tambahkan kertas bila perlu}
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LAMPIRAN VIIT : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDOQNESIA

NOMOR  : 2-144/KMA/SK/VIIl/ 2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

Lo SRR i

Loge ... [Nama Pengadilan/ Satuan Kerja) i, |
Pengadiian. | - [Biamal nemoer telapon, faksimili email] -

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS FELAYANAN INFORMASI

A TNFOREMASI FENGAJUAN HEBERATAN

Nomor Registrasi Eeberatan
| st oleh petugas)

Nomox Pendaftaran
Permohonan

Informasi

Tajuan Penggunazn
Informasi

Identitas Pemaohon

Nama

Alatnar

Pekerjaan

Nontor telepon

Identitas Kuasa Pemohon?
NEtna

Alznar

Nomotr telepon

B. ALASAN KHEBERATAN

Permohonan informass: ditolak.

Informasi berkala tsdak disediakan.

Permintaan informasi tidak ditanggap:.

Pernuntaan informas: ditanpgaps tidak sebagaimana
vang ditninta.

Permintaan informasi tidak dipenuhi.

Biaya vang dikenakan tidsle wajar.

Informasi yang disamgpaikan melebihi jangka waktu vang
direnitulan

=T

(o

™
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C. KASUS POSISI ifambahkan kertas bila diperhakani

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERTKAN [gisi
oleh petugasi:

[tangeall. (bulan], tabwa] -

Demikian kcberatan ini saya sampaikan, atas parhatian dan fanggapannys saya
veapkan tevma kasi.

fempatt . Bapgeal], fhulant. [tabunj**

Petugas Informasi,

Pengzju Keberatan,
[Penenms ¥eberatan|

Pernohon Informasi

| :

Wama 8 Tands Taﬂgaﬂ

{ )

Nama & Tanda Tengan

Keterangan

*

Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan
melampirkan Sural Kuasa.

Sesuai dengan Pasal 35 UL/ KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuati
dengan alasan keberatan yang digjukarn.

Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.

+*

L L
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LAMPIRAN [X: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :2-144/KMA/SK/VIHI/ 2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

Logo
Penaadia .. [Nama Pengadilan / Satuan Kerjaj
gadiian ... |alamat, nomor telepon, faksimili, email]
BUKU REGISTER KEBERATAN
Periode: Januari — Desember ... [diisi dengan tahun]
Hari/Tanggal | Nama Pfums’fm
Nomor No. Per- Informasi Tujuan Alasan Pengajuan Kebemtan | Keputusan | Pemberian dan Keputuszan ngadian
Nama | Alamat | oo | Pekerjaan | 4o © - Vang Pergginman | (Pasal 35 ayat {1) LU KIF) Atasan Tanggapan | Jabatan Hasil o alas
diminta Informasi PFID atas Atasan Mediasi SE’:;"‘:}'::;
Keberatan PPRID .

a*| brlerldr]le* ] g Infprrnasi
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LAMPIRAN X : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

Lago .- [Nauma Penpgadilan/ Satuan Kerjal ! rm:t q..%
Pengadian .- [Blamat. pomwor telepor, fmksimili. email] T —

TANGGAPAN ATAS KEBERATAN
Nomoy _  *

Yang hertanda tanga,u di bawal, int:

Nams -

Jabatan - **, selaki
Arasan PPID di i

........

*vama
Peksrjaan.
Aiamaf

sl e

@i;}::emtﬁst}
keberadng
Dan membacs hasil wi konsekuensi yang dilakukan oleh ek

selakn PPID {pognya dicortumbon opebile sekelimmya PRID meigiokon ug
Fenassiuensl terhadap permohonan mformasi.

Membsoian tanggapan atas kebsravan tersebut sebagai benikor

frak i

Dagt unruk itw memerintahkan kepada, xeix selalon PPID orul
et sslambat-lambatngs hazi
kerin, SEAk QReroEARIA [A02EAPAn 7,
Fempat. fangeal, bulan, fahog
Atasan PPID

Nama. Jabatan & Tanda Tangan
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Keterangan:

*

*x

*&k&

gtk ek

*hhkd

*kkkhk

Diisi dengan nomor tanggapan keberatan.

Diisi dengan jabatan Atasan PPID di pengadilan/satuan kerja
tersebut. Contoh: Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Diis1 dengan nama pengadilan/satuan kerja tersebut. Contoh: PN
Surabaya.

Diis1 dengan jabatan PPID. Contoh: Panitera/Sekretaris PN
Surabaya.

Diisi dengan tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan
oleh Pemohon.

Diisi dengan tindakan yang perlu untuk dilakukan oleh PPID
untuk melaksanakan tanggapan Atasan PPID atas kekberatan yang
disampaikan oleh Pemohon. Contoh: Menyerahkan salinan
informasi yang diminta Pemohon, atau mengembalikan kelebzhan
biaya perolehan informasi yang sudah dibayar oleh Penohon
(apabila keberatan berkaitan dengan biaya perolehan informasi),
dst.
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: .h:'r“rr.a -qut_ !
. : [ Bepsion
Lago - [Nama Pengadilan/Saivan Keral . |
Pengadilan, | - Blamat. nemar telfepon, faksimili, emaill

TANGGADPAN ATAS KEBERHATAN
Nomeor = %

Yang hestanda ta.ngau di bawsal: int

Sedtia

Jabatam - **, selrk
Arasan PPID ds e

Setelah membaca dan mempertimbanskan perovataan keberatan selengkapmya
vang dinkan c:-leh
Nama
Belesioan
Alamat
No. Rf@ﬁtg@ﬁi
Keheratan
Slasan,
keheratan

Dan membaca hagil uji kopsskuensi yanp dilakulkan cleh teicsie

selgky PPID (hamyg dicestumban opebin sebzhemnya PPID melgfubon i
Kensekuens! tevhadan permohanas punrmesl-

Memherdoan tangeapan gtas keheratan terssbut sebaga berkut:

FRAakE
Dan paiuk inx memerintahtan kepada swue eplaky PPID otk

= wbiit selambar-lambatmoa _ harn
keris. seink diterbithannya tangeganan. ind,

[tempat). anggal. bulan, tabun)

Selalm
Hiasgm PPID
T4,

Nama. Jahatan & Tantda Tangsn






Loga

Pengadiian

Pada hari ini, ... .

...............
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LAMPIRAN XI: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR . 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

LEMEBAR PENGUJIAN KONSEKUENS]

NOMOR... TAHUN ..

JRN ¢ S 1] - o TONURIORININS o ¥ ¢ 11 | o THRONI hertempat di. telah dilakukan Pengujian

Konsekuensi terhadap [Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

+
informasi Dasar Hukum Konsekuensi/reriimbpangan bag: Publik jangka vwaktu
{berisi informasi Pengecualian (berisi uraian konsekuensi/pertimbhangannya) (disehutkan jangka waktunyaj
tertentu vang Informasi Dibuka Ditukup

dikecualikan)
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LAMPIRAN X1T: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  : 2-144/KMA/SK/VIIT/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

Logo
Pengadilan

KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(Ditulis Nama Pcngadilan)

NOMOR.... TAHUN....
TENTANG

KLASIFIKAST INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka

dan dapat diakses oleh setiap Pengguna

Informasi Puhlik.

. bahwa Informasi Publik yvang Dikecualikan

bersilat ketat dan terbatas.

. bahwa untuk memenuhi hak setiap

Pemohon Informasi Publik badan publik
wajib membuat pertimbangan tertulis alas

sctiap kebijakan yang diambil.

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
hurul b, dan huruf ¢ maka perlu
menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi tentang

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan



MENGINGAT
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-
144 /KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar

Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.






Loge

Pengadilan

e 1y I

LAMPIRAN XIIf : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

LEMBAR PENGUIIAN KONSEXKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASIYANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, a.....ceeee tanggal......... bulan

NOMOR.........TAHUN

........... tahun.......... bertempat di. .......ooevimennennntelah dilakukan Pengubahan

Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
yang Pengecualian (berisi uralan konsekuensi/pertimbangannya) {diseburkan jangkn
Dikecualikan waktunya)
semula fengubanan Pertimbangan Sebelumnya Pertmbangan
Penguhahan

Dibuka Ditutup Dituatup
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LAMPIRAN XIV : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/ 2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

Logo
Pengadilan

KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS]J

(Ditulis Nama Pengadilan)
NOMOR.... TAHUN....
TENTANG

PENGUBAIJIAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR...... TAHUN. ......... TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

MENGINGAT

a.

bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dupat
diakses oleh setiap Penggunan Infornrasi Publik.
bahwa Informasi Publik vang Dikecualikar bersifat
ketat dan terbatas.

bahwa terhadap Informasi vyang Dikecualikan
berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Jaformasi
dan Dokumentasi Nomar... Tahun............, dasar
hukumatas dike-cualikannya informasi tertentu
perludilakukan pengubahan.

baliwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ maka perlu ditetapkanPenetapan
Pengubahan Klasifikasi Informasiyang

Dikecualikan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3



MEMPERHATIKAN :

1.

-05-

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-
144 /KMA/SK/VII[/2022 tentang Standar Pelayanan

Informasi Publik di Pengadilan;

Penetapan PPID Nomor... Tahun... tentang
Pengeculian Informasi.........

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor... Tahun...

. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor...

Tahun ...
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LAMPIRAN XV : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :2-144/KMA/SK/VIIl/ 2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

L ... [Nama Pengadilan/Satuan Kerjaj
°ge ... [alamat, nomor telepon, faksimili, email)
Pengadilan
LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
Perlode: Januari ~ Desember ... [diisi dengan tahun)
A, RINGEASAN LAPORAN

|diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperhukan|

B. GAMEBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI
1. Sarana dan Prasarana

|diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka. apabiia diperhukan|




















